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Abstrak
Masalah pokok dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung rendah. Hal ini diduga disebabkan oleh birokrasi yang belum dilaksanakan oleh pimpinan secara optimal. 

Metode penelitian yang digunakan adalah explanatory survey, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Menurut Iskandar (2001:256) bahwa explanatory survey adalah “metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian untuk meminta jawaban dari responden dan responden diambil dari pelaku kasus penelitian ini, sehingga bisa memberi jawaban yang akurat”. Untuk melakukan analisis data tersebut digunakan teknik statistik deskriptif yang berfungsi untuk mengelompokkan data, menggarap, menyimpulkan, memaparkan serta menyajikan hasil olahan. 

Secara simultan birokrasi telah memberikan pengaruh yang cukup besar dan signifikan terhadap kualitas pelayanan di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung. Hal ini mengandung makna bahwa birokrasi yang selama ini dilaksanakan oleh camat sangat dominan pengaruhnya dan menentukan terhadap kualitas pelayanan. Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh birokrasi semata, akan tetapi juga ditentukan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti tetapi dapat mempengaruhi kualitas pelayanan di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, antara lain perilaku birokrasi dan motivasi kerja.
Hasil penelitian secara parsial birokrasi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, artinya prinsip-prinsip birokrasi menentukan terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Adapun prinsip dari birokrasi yang memberikan pengaruh paling besar terhadap kualitas pelayanan adalah prinsip hubungan interpersonal diantara pegawai/aparatur. Sedangkan pengaruhnya yang kecil adalah prinsip peraturan dan ketentuan yang terperinci.
1. Latar Belakang Penelitian

Justifikasi pelayanan kepada masyarakat seolah-olah telah terjadi suatu persetujuan antara pemerintah dan masyarakat bahwa masyarakat telah menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah untuk diatur dan dilayani oleh pemerintah. Fungsi utama pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah dibentuk tidak diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam mencapai kemajuan bersama. Memahami hal tersebut di atas, pelayanan publik akan mengalami tuntutan yang semakin meningkat dari masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik. Pentingnya tugas pelayanan masyarakat dalam pemerintah modern telah mendorong pemerintah di negara-negara dunia untuk menempatkan masyarakat sebagai pihak pertama yang harus mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintahannya (putting people first).

Penjelasan umum Undang-undang nomor 23 Tahun 2014, yang berbunyi : “sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan”. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Uraian tersebut  sangat jelas bahwa pemberian otonomi daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu membawa masyarakatnya mandiri meningkatkan kesejahteraannya secara merata dan mempunyai daya saing tinggi dalam menghadapi hiruk pikuknya kehidupan yang terpengaruh iklim globalisasi. 

Menguatnya perhatian publik terhadap kualitas pelayanan pada organisasi pemerintah ini juga dipicu oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik yang dinilainya masih lamban, berbelit-belit, boros dan kurang ramah. Implikasi dari persoalan tersebut, pada akhirnya mendorong adanya tuntutan yang semakin tinggi atas pertanggungjawaban institusi publik dalam melaksanakan pelayanan publik yang diberikan pada masyarakat. 

Individu birokrat/aparatus memiliki kontribusi yang begitu penting dalam mewujudkan pelayanan guna terciptanya kualitas pelayanan publik di kecamatan. Mekanisme pelaksanaan pelayanan dalam bentuk yang lebih sistematis dan melembaga serta dapat ditegakkan dengan benar dapat dimungkinkan untuk membentuk terciptanya kualitas sumber daya aparatur yang handal dalam meningkatkan fungsi pelayanan masyarakat yang memang menjadi peran pentingnya. Pada masa sekarang pelayanan pemerintah menjadi sorotan umum, disebabkan masih buruknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah. Rasyid (2002:142) menyatakan bahwa :
Kesan pertama dari hampir setiap warga masyarakat yang datang berurusan ke kantor pemerintah baik kabupaten maupun kota adalah bertemunya mereka dengan pegawai berseragam yang kurang ramah, kurang informatif, lambat dalam memberikan pelayanan, mata duitan dan kurang profesional. 

Hal ini berarti bahwa kualitas pelayan yang diberikan oleh aparat pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan sangat jelek dan terkesan pilih kasih, membedakan orang berduit dengan yang tidak serta membedakan pelayanan dengan melihat status yang dilayani. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah menjadi tugas pemerintah untuk menciptakan rasa keadilan bagi warganya. Aparat pemerintah masih mempunyai anggapan bahwa bekerja adalah merupakan rutinitas belaka, sehingga pelaksanaan tugas menjadi kaku dan lamban serta kurang responsif. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sukmaningsih (1997:5) bahwa “hampir segala bentuk layanan yang disediakan oleh birokrasi dalam kehidupan sehari-hari sering berakhir dengan kekecewaan”.

Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung merupakan salah satu instansi pemerintahan daerah  yang  ada di Kota Bandung  yang  mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan kegiatan, pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, penyelenggaraan pelayanan masyarakat, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan, penyelenggaraan pembinaan pemerintahan kelurahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum. Disamping itu pelaksanaan koordinasi operasional unit pelaksanaan teknis dinas/kota, penyelenggaraan kegiatan, pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat, penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga serta pelayanan umum dalam wilayah kerjanya. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja secara berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah, artinya kualitas aparatur dapat diketahui dari hasil kerjanya. Demikian pula aparatur pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dipandang perlu adanya optimalisasi pelayanan kearah yang lebih berkualitas dan rasional.

Penomena yang terjadi saat ini berkaitan dengan masalah pelayanan di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung adalah masih banyak pengaduan dari masyarakat, dimana berdasarkan laporan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada Triwulan III tahun 2017, terdapat beberapa hal berkaitan dengan pelayanan aparatur Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung yang kurang maksimal diantaranya; kurang adanya informasi yang jelas tentang surat keterangan domisili untuk warga pendatang, pencarian dana KKS dan pelayanan yang terjadi pada Kelurahan Cikutra yang sangat lelet atau lalai.
Alasan pemilihan obyek penelitian pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, didasarkan kepada tugas dan fungsinya yang cukup fundamental sehingga akan berkaitan dengan pelaksaan pelayanan administrasi pemerintahan yang cukup banyak yang ada di wilayah Kota Bandung. Hal ini tentunya menuntut pelaksanaan kerja yang lebih efesien dan efektif demi tercapainya Kota Bandung Juara dan mampu meningkatkan kesejehraan masyarakatnya khususnya di Wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung. Disamping itu adanya suatu masalah yang dapat dikaji dan diteliti berkaitan dengan belum efektifnya kinerja pegawai yang dapat dikaji sesuai dengan disiplin ilmu administrasi publik dan kebijakan publik
Kualitas pelayanan yang belum efektif pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung diduga antara lain oleh birokrasi yang belum dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dan ketiga variabel tersebut sekaligus menjadi kajian peneliti yang ditetapkan dalam penelitian Tesis dengan judul : “Pengaruh Birokrasi terhadap Kualitas Pelayanan pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung”.
Identifikasi Masalah
Berdasarkan hasil penjajagan atau penelitian awal ditemukan masalah yang berkaitan dengan kualitas pelayanan pegawai Cibeunying Kidul belum efektif, dengan indikator adalah sebagai berikut :

1. Kepastian waktu pelayanan dilihat dari indikator waktu pelayanan dalam menyelesaikan urusan atau kepentingan masyarakat berkaitan dengan penyelesaian administrasi kependudukan (pelayanan E-KTP dan KK) tidak tepat waktu. Hal ini disebabkan juga oleh pasokan blangko KTP dan KK terlambat dan sangat terbatas melalui distribusi Disdukcapil termasuk dukungan sarana dan prasarana yang terbatas.

2. Keamanan dalam memberikan pelayanan dilihat dari indikator sopan dan ramah dalam pelayanan rendah. Dalam memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat atau dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sering dilayani dengan sikap yang kurang ramah dan sopan. Hal ini menjadikan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pegawai tersebut.
Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka problem statement dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung belum efektif diduga antara lain oleh birokrasi yang belum dilaksanakan secara optimal. Dari pernyataan masalah tersebut, dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Berapa besar pengaruh birokrasi terhadap kualitas pelayanan pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung?
2. Berapa besar pengaruh birokrasi diukur melalui prinsip pembagian tugas, hirakhi otorita, peraturan dan ketentuan yang terperinci dan hubungan interpersonal diantara pekerja terhadap kualitas pelayanan pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung?
Tujuan Penelitian
1. Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh birokrasi terhadap kualitas pelayanan pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.
2. Mengkaji dan menganalisis besar pengaruh birokrasi diukur melalui prinsip pembagian tugas, hirakhi otorita, peraturan dan ketentuan yang terperinci dan hubungan interpersonal diantara pekerja terhadap kualitas pelayanan pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.
Manfaat Penelitian
1. Dari aspek teoritik, penelitian ini dapat memberikan pengembangan dalam manajemen pemerintahan khususnya berkaitan dengan konsep birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Demikian juga melalui penelitian ini khasanah keilmuwan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini akan mengalami pengembangan dalam kajian ilmu administrasi publik dan kebijakan publik.

2. Dari aspek praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Bandung khususnya pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, tentang bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik. Disamping itu penelitian ini dapat membuka pola pikir aparat yang belum mempunyai sence of public service dan masih bangga dengan arogansi dalam berhubungan dengan masyarakat untuk paling tidak dapat memahami bahwa eksistensinya sangat ditentukan oleh masyarakat.  

Kerangka Pemikiran

Konsep birokrasi dimaknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti dan mudah dikendalikan. Sedangkan dalam dunia bisnis, konsep birokrasi diarahkan untuk efisiensi pemakaian sumberdaya dengan pencapaian output dan keuntungan yang optimum. Said (2007:2) menjelaskan bahwa :

Birokrasi sebagai suatu sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertulis (written procedures), dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian dibidangnya.

Asumsi tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi ciri dari birokrasi adalah adanya sebuah pembagian kerja secara hierarki dan rinci yang didasarkan pada aturan-aturan tertulis yang ditetapkan secara impersonal, yang dijalankan oleh staf yang bekerja full time, seumur hidup dan profesional yang sama sekali tidak turut memegang kepemilikan atas ‘alat-alat pemerintahan’ atau pekerjaan, maupun keuangan jabatannya. Mereka hidup dari gaji dan pendapatan yang diterimanya dan tidak didasarkan secara langsung atas dasar kinerja mereka.

Mufiz (2006:169) menjelaskan bahwa “birokrasi tidak hanya dikenal dalam organisasi pemerintah saja tetapi juga pada semua organisasi-organisasi besar, seperti militer dan organisasi-organisasi niaga”. Artinya birokrasi dimaksudkan sebagai organisasi pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah”. Lebih jauh Widjaja (2004:27) menjelaskan bahwa pelaksanaan birokrasi dapat mencapai apa yang diharapkan dalam pelaksanaannya perlu berdasarkan pada beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut :
1. Pembagian tugas dalam bekerja, hal ini mengandung makna pembagian dan penugasan kerja yang ketat, satu orang satu jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pegawai/aparatur yang melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak ada jabatan rangkap. 

2. Hierarki otorita yang tegas dan ketat, hal ini bermaksud bahwa jabatan-jabatan koordinasi secara garis lurus sehingga merupakan jaringan hierarki atau urutan yang tegas dan ketat. Dalam hierarki itu setiap jabatan bertanggungjawab kepada atasannya mengenai keputusan dn tindakannya sendiri maupun anak buahnya. Pada setiap tingkat hierarki, para pejabat birokrasi pemerintah memiliki hak memberi perintah dan pengarahan pada bawahannya dan bawahannya wajib mematuhi.

3. Peraturan dan ketentuan yang terperinci, sistem kerja ini mempunyai maksud bahwa semua pekerjaan yang dijalankan sesuai dengan prosedur-prosedur dan metode tertentu dituangkan ke dalam peraturan yang dipertahankan pada institusi tersebut secara tegas dan ketat. Aturan-aturan ini juga menjamin keseragaman pelaksanaan berbagai kegiatan.

4. Hubungan interpersonal diantara pegawai/aparatur adalah semua pekerjaan dilakukan tanpa pandang bulu, tidak mengenal prioritas atau status sosial orang yang harus dilayani, semua sama dan semua orang diperlakukan menurut nomor urut, cara kerja seolah-olah tidak memiliki perasaan, tidak ada pilih kasih dan pamrih serta perhitungan keuntungan apa-apa. Pejabat birokrasi pemerintah harus memiliki orientasi impersonal, yaitu menghindarkan pertimbangan-pertimbangan pribadi dalam hubungannya dengan bawahannya maupun dengan instansi atau lembaga yang dilayaninya.

Kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak yang melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun berkelompok atau organisasi dan dilakukan secara universal, seperti diungkapkan oleh Moenir (1995:41) bahwa : Hak atas pelayanan itu sifatnya sudah universal, berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu, dan oleh organisasi apapun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan”. Pandangan lain mengenai kualitas pelayanan dikemukakan oleh  Kotler (1994:464)  bahwa : 

a service is any act or performance that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. It’s production may or may not be tied to physical product. 
Pendapat di atas dapat di jelaskan bahwa pelayanan adalah segala tindakan atau kinerja yang dapat lembaga tawarkan atau berikan kepada pihak lain yang secara mendasar tampak tidak nyata dan tidak menyebabkan kepemilikan atas segala sesuatunya. Hasil dari pelayanan tersebut harus atau tidak harus dikaitkan dengan hasil daripada produk fisik. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu menuntut kualitas. Pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui pegawainya, walaupun tidak bertujuan untuk mencari keuntungan namun tetap harus mengutamakan kualitas layanan yang sesuai dengan tuntutan, harapan dan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Para pegawai haruslah menyadari posisi dan peran mereka sebagai pelayan publik. Bila dimata masyarakat kesan yang muncul tidak demikian, berarti pelayanan yang diterima selama ini bukanlah produk pelayanan yang sepenuh hati, melainkan pelayanan yang hanya didasari oleh kewajiban sebagai abdi negara.

Pelayanan yang berkualitas seringkali mengalami kesulitan untuk dapat dicapai karena pegawai tidak selalu memahami bagaimana cara memberikan pelayanan yang berkualitas, pegawai yang tidak cukup terlatih, produktivitas rendah dan perilaku pegawai yang kurang responsif. Kualitas pelayanan bukanlah dilihat dari sudut pandang pihak penyelenggara atau penyedia layanan. Masyarakatlah yang mengkonsumsi dan merasakan pelayanan yang diberikan, sehingga merekalah yang seharusnya menilai dan menentukan kualitas pelayanan.

Kotler dalam Tjiptono (1997:561) mengemukakan bahwa terdapat lima determinan kualitas pelayanan publik yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Keterandalan (reliability); kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya

2. Keresponsifan (responsiveness); jasa dengan cepat atau ketanggapan

3. Keyakinan (confidence); pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atau assurance

4. Empati (Emphathy); syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi pelanggan

5. Berwujud (tangible); penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel dan media komunikasi.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan adanya pelayanan umum yang cepat, tepat waktu dan berkualitas. Dalam kaitannya dengan pelayanan yang berkualitas, maka kepuasan pelanggan atau masyarakat sebagai kunci untuk mendapatkan hasil jangka panjang dan tetap memberi kesenangan kepada masyarakat atau pelanggan adalah setiap orang. Wasistiono (2003:49) menjelaskan kriteria pelayanan masyarakat yang baik, sebagai berikut :

1. Kesederhanaan 

2. Kejelasan dan kepastian 

3. Keamanan 

4. Keterbukaan

5. Efisiensi 

6. Ekonomis 
7. Keadilan yang merata
8. Kepastian waktu

Kriteria tersebut di atas dapat dijadikan sebagai parameter untuk mengukur kualitas pelayanan pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung. Sehingga dalam kerangka pencapaian tujuan organisasinya berhubungan dengan konteks pencapaian tujuan masyarakat secara keseluruhan baik ekonomi, politik, sosial budaya dan sebagainya.
Keterkaitan birokrasi terhadap kualitas pelayanan menurut Komorotomo (2005:62) adalah “birokrasi melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin yang dibutuhkan masyarakat/publik disertai pembagian tugas yang jelas dengan tujuan dapat memberikan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat”  Pendapat tersebut bahwa organisasi pemerintah diharapkan mampu melaksanakan tujuannnya dengan baik dalam melayani kepentingan publik/masyarakat dengan berbagai tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dapat menghasilkan kualitas pelayanan publik sesuai harapan masyarakat. Adapun alasan peneliti mengambil berbagai pendapat atau teori sebagaimana dikutip dalam kerangka berpikir di atas, adalah bahwa dimensi dari teori-teori tersebut sangat relevan sebagai parameter untuk mengukur kondisi permasalahan yang ada di lapangan. Oleh karena itu lebih jelasnya peneliti membuat paradigma atau kerangka berpikir penelitian berikut ini :


Gambar 2.1

Paradigma Berpikir Penelitian 

2.1. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
1. Besarnya pengaruh birokrasi secara simultan terhadap kualitas pelayanan pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung diukur berdasarkan prinsip birokrasi secara langsung.
2. Besarnya pengaruh birokrasi secara parsial terhadap kualitas pelayanan pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung diukur melalui prinsip pembagian tugas, hierarki otorita, peraturan dan ketentuan yang terperinci dan hubungan interpersonal diantara pekerja. 
Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah explanatory survey, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Menurut Iskandar (2001:256) bahwa explanatory survey adalah “metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian untuk meminta jawaban dari responden dan responden diambil dari pelaku kasus penelitian ini, sehingga bisa memberi jawaban yang akurat”. Untuk melakukan analisis data tersebut digunakan teknik statistik deskriptif yang berfungsi untuk mengelompokkan data, menggarap, menyimpulkan, memaparkan serta menyajikan hasil olahan. Hal ini bertujuan untuk melakukan pola hubungan atau sebab akibat antara nilai suatu variabel (variable dependen) jika nilai variabel yang lain berhubungan dengannya (variable independen). Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, yang dimaksudkan untuk melakukan pengujian hipotesis serta untuk melakukan interpretasi secara mendalam.
Variabel Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua variabel penelitian, yaitu independen variabel (variabel bebas) yaitu variabel birokrasi dan variabel dependen variabel (variabel terikat/tergantung) adalah kualitas pelayanan. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan definisi operasional variabel penelitian sebagai berikut :

1. Birokrasi dimaksudkan adalah merupakan organisasi pemerintah dalam hal ini adalah Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai kegiatan pemerintahan dengan melalui prinsip pembagian tugas, hierarki otorita, peraturan dan ketentuan yang terperinci dan hubungan interpersonal diantara pekerja.
2. Kualitas Pelayanan dimaksudkan adalah suatu bentuk pelayanan oleh pegawai atau aparatur pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dengan mengutamakan kualitas layanan yang sesuai dengan tuntutan, harapan dan kebutuhan masyarakat dengan melalui kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efesiensi, ekonomis, keadilan yang merata dan kepastian waktu.
. 
4.1. Hasil Penelitian


Variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel birokrasi sebagai variabel bebas yang diberi simbol X dan kualitas pelayanan sebagai variabel tidak bebas yang diberi simbol Y.Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis variabel birokrasi yang diperkirakan mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas pelayanan, rangkaian penelitian yang dilakukan sebagai suatu studi kasus di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.Pada penelitianini yang dijadikan sebagai unit analisis adalah para pegawai di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung,dengan keseluruhan jumlah pegawai sebanyak 36 orang diambil sebagai responden. Selanjutnya kepada responden tersebut diajukan pernyataan-pernyataan dalam angket yang merupakan penjabaran dari indikator-indikator variabel birokrasi dan variabel kualitas pelayanan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel birokrasisebagai variabel bebas yang diberi simbol X dan kualitas pelayanan sebagai variabel tidak bebas, yang diberi simbol Y.Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis variabel birokrasiyang diperkirakan mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas pelayanandi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.

Variabel birokrasiini terdiri dari prinsip-prinsippembagian tugas dalam bekerja, hierarki otorita yang tegas dan ketat, peraturan dan ketentuan yang terperinci danhubungan interpersonal diantara pegawai/aparatur. Dalam hubungannya dengan kualitas pelayanan. Sedangkanvariabel kualitas pelayanan sendiri dilihat dari kriteriakesederhanaan, kejelasan dan kepastian, kemanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata dan kepastian waktu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisispengaruh variabel birokrasidi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung. Responden atau sumber data adalah seluruh pegawai di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung .Jumlah responden yang diambildari populasisebanyak 36 responden, masing-masing responden memberikan respon terhadap angket yang terdiri dari 33 item pertanyaan, yang terdiri 15 item pertanyaan berkaitan dengan birokrasi dan 18 item pernyataan yang mewakili variabel kualitas pelayanan, dimana untuk setiap item pernyataan disertai 5 alternatif jawaban. Indikator-indikator dalam setiap variabel penelitian dijabarkan ke dalam pernyataan tertutup, dimana setiap pernyataan pada kuesioner memiliki lima alternatif jawaban yang dapat dipilih oleh responden. Alternatif tersebut diberi skor dari 5 sampai 1 untuk pernyataan dalam bentuk pernyataan yang positif

1.2. Pembahasan Hasil Penelitian
1.2.1. Pembahasan Secara Simultan Pengaruh Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan

Hasil penelitian terdapat 74,0% pengaruh birokrasi terhadap kualitas pelayananKecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, berarti birokrasi sangat dominan dan menentukan terhadap kualitas pelayanan publik.Pelayanan yang berkualitas merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem birokrasisangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan kualitas pelayanan publik. Penyelenggara kualitas pelayanan publik adalah semua organ negara seperti yang dilakukan oleh pegawai di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, bahwa pengaruh birokrasi terhadap kualitas pelayanandi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, memberikan dampak positif sebagai mana pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah kepada masyarakat.Idealnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat seharusnya mencerminkan rasa keadilan bagi semua anggota masyarakat, sebab sudah menjadi tugas birokrasi untuk menciptakan rasa keadilan bagi setiap warganya. Karena itu keadilan hanya dapat terwujud bila ada pemerintah yang baik, dimana hak-hak warga negara dihormati, inilah salah satu tantangan yang kita hadapi. 

Birokrasi pada dasarnya dibentuk untuk aktualisasi tugas pemerintah dalam memberikan dan memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat, sehingga aparat birokrasi mempunyai kewajiban untuk menjadi pelayanan bagi kepentingan masyarakat.Dengan demikian masyarakat menjadi enggan untuk berurusan dengan aparat pemerintah kalau tidak benar-benar terpaksa. Pelayanan itu berkaitan antara pemerintah dengan rakyat yang terdapat ruang untuk konsep civil society (masyarakat kewargaan, masyarakat sipil) yang didasarkan kepada anggapan bahwa masyarakat mempunyai otonomi bawaan untuk mengelola hidupnya. Azas pelayanan pemerintah ialah pemerintah tidak boleh menolak untuk menyelesaikan suatu urusan atau tuntutan setiap warga masyarakatnya.

Tolok ukur keberhasilan pranata publik yang harus diperhatikan, setelah bangsa kita mengalami peningkatan kemakmuran ekonomis yang cukup besar, ialah terwujudnya keadilan sosial. Nilai keadilan sosial ingin dicapai dengan tujuan tersusunnya suatu masyarakat yang seimbang dan teratur sehingga seluruh warga negara memperoleh kesempatan guna membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah kedudukannya akan mendapatkan bantuan seperlunya. Keadilan sosial merujuk pada masyarakat atau negara yang dapat berfungsi sebagai subjek maupun objek.
Salah satu objek dan subjek pembangunan adalah aparaturpemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang menuju cita-cita kesejahteraan atau keadilan sosial merupakan kewajiban bagi seluruh aparat negara di setiap jenjang, oleh karena itu setiap pegawai negeri atau aparat pemerintah dalam menyelenggarakan tugasnya wajib selalu mencegah timbulnya distribusi yang tidak adil terutama pada pemberian pelayanan yang seadil-adilnya kepada masyarakat. Indikasi dari salah satu masyarakat yang menyatakan pegawai dalam memberikan pelayanan dapat dikatakan transparan/adil, dengan alasan bahwa, jika pegawai memberi pelayanan kepada masyarakat transparan terhadap biaya-biaya administrasi yang harus dibayar oleh masyarakat sesuai ketentuan yang disepakati dalam suatu organisasi.

Berdasarkan hasil observasi bahwa birokrasi pada lembaga pemerintah dalam hal ini pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandungbertugas menyelenggarakan pelayanan dapat berfungsi dengan baik, jika ditunjang dengan perilaku birokrasi, dengan alasan bahwa para pegawai yang menjalankan tugas dengan memberikan pelayanan pada masyarakat cukup memperhatikan etika, karena etika pada dasarnya berkenaan dengan perilaku danupaya menjadikan moralitas sebagai landasan bertindak dalam sebuah kehidupan kolektif yang profesional.
Hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa birokrasi di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandungbelum sepenuhnya dilaksanakan dengan optimal karena pimpinan belum memberikan perlakuan yang sama kepada pegawai, belum jelasnya hak dan kewajiban pegawai untuk melakukan pekerjaan dan ketentuan kerja pada suatu instansi dan metode kerja yang dibuat pimpinan.Kurang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ini karena melihat situasi dan kondisi di lapangan yang kurang memungkinkan. 

1.2.2. Variabel Lain yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan di Luar Variabel Pengaruh birokrasi  
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa berdasarkan hasil perhitungan birokrasiberpengaruh sangat besar terhadap kualitas pelayananKecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung yaitu 74,,0%, sedangkan variabel lain yang tidak diteliti yaitu sebesar 26,0%. Hal ini membuktikan bahwa variabel kualitas pelayanan ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh variabel birokrasisemata, tetapi ada variabel lain yang juga ikut mempengaruhi terhadap kualitas pelayanandi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung antara lain perilaku birokrasi dan motivasi kerja.

4.2.3.Pembahasan Secara Parsial Pengaruh Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan
Selanjutnya pembahasan masing-masing prinsip birokrasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Prinsip Pembagian Tugas dalam Bekerja 

Data dari hasil analisis statistik bahwa pembagian tugas dalam bekerja sebesar 15,4% yang diperoleh di lapangan perlu didefinisikan secara sistematis dan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pembagian tugas dalam kerja di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, mempunyai tujuan agar pekerjaan-pekerjaan dapat terselenggara dengan lancar dan dapat diketahui dengan jelas pegawai mana yang bertanggungjawab atas terselesainya suatu pekerjaan. Pembagian tugas dalam bekerja juga memberikan batasan yang jelas dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing pegawai, sehingga dapat dihindari adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan dan menghidari adanya rangkap jabatan dan adanya pembagian tugas kerja dalam bekerja maka pegawai dapat memiliki kesempatan untuk mempelajari keterampilan dan keahlian pada pekerjaan tertentu yang telah menjadi wewenang dan tanggung jawab mereka. Pegawai dapat terfokus pada beberapa pekerjaan saja yang telah menjadi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga hal tersebut dapat memudahkan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga efektivitas kerja pegawai dapat tercapai dan akhirnya tujuan organisasipun tercapai.
Hasil observasi dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembagian kerja dalam bekerja sudah dilaksanakan karena mengingat banyak dan kompleksnya pekerjaan yang ada di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, sebab itu pelaksanaan pembagian kerja dalam bekerja harus dapat dilakukan secara tepat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayananuntuk mencapai tujuan dan mengusahakan pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan baik dan efektif serta memuaskan. Adapun di dalam pelaksanaan pembagian kerja dalam bekerja, maka pembagian kerja, penugasan kerja dan adanya rangkap jabatan perlu mendapat perhatian serius dari Camat Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung. Dalam pembagian tugas dalam bekerja tersebut, harus selalu memperhatikan seperti waktu pelaksanaan pembagian kerja di dalam suatu organisasi, pelaksanaan pembagian kerja pasti memerlukan waktu yang tepat, dan setiap organisasi pasti telah memiliki waktu tertentu untuk melaksanakan pembagian kerja kepada masing-masing pegawai. 
Penugasan kerja adalah sekumpulan atau sekelompok tugas dan tanggung jawab yang akan, sedang dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Waktu pelaksanaan penugasan kerja dilakukan pada saat pekerjaan itu ada dan pada saat pegawai pertama kali masuk atau menjalani mutasi. Pelaksanaan penugasan kerja selain dilakukan pada saat pegawai pertama kali masuk kerja juga dilaksanakan setiap saat pada waktu pekerjaan itu ada, baik pekerjaan rutin yang dilakukan setiap harinya maupun pekerjaan insidental. Segala pekerjaan dan aktivitas guna mencapai tujuan atau ambisi yang diharapkan oleh manusia tentulah membutuhkan kerjasama dengan manusia lainnya dan dijadikan sebagai makna administrasi secara sederhana. 
Pembagian tugas dalam bekerja mutlak dilakukan dalam organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan. Agar tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan pada satu titik dan kekosongan pada titik yang lain supaya ada pegawai yang sedang main game dan ngobrol tetapi yang lain sibuk dengan pekerjaannya, jika ini dibiarkan mengakibatkan kecemburuan social dan kesenjangan sosial apalagi dalam birokrasi yang memiliki fungsi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.Setiap organisasi harus diberi beban tugas sesuai latar belakang dan kemampuannya. Tugas dan tanggung jawab seperti dua sisi mata uang yang saling mengkait. Setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap setiap pelaksanaan tugasnya sesuai tupoksi yang dimiliki. Walaupun secara komando “tidak ada prajurit yang salah yang salah adalah komandan”. Namun kesadaran tanggung jawab harus ditanamkan pada setiap anggota organisasi, agar setiap pelaksanaan pekerjaan jelas siapa yang memiliki tanggung jawab. Inti pembagian tugas adalah anggota organisasi mengetahui siapa mengerjakan apa.
Berdasarkan hasil wawancara dengan CamatKecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandungdapat diperoleh keterangan bahwa prinsip umum organisasi adalah pembagian habis tugas, bahwa semua tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh suatu unit organisasi harus dibagi diantara para anggota unit organisasi, sehingga tidak ada suatu kegiatan pun yang tidak ada penanggung jawabnya. Jadi, apabila terdapat suatu kegiatan yang merupakan tugas unit organisasi tersebut dan belum ada petugas yang melaksanakannya, maka harus segera ditunjuk salah seorang anggota unit tersebut untuk melaksanakannya.
Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pembagian tugas dalam bekerja adalah merupakan penjadwalan kerja personila pegawai di suatu organisasi birokrasi pemerintah, yakni fungsi pembagian kerja ini untuk memudahkan dan menghindarkan bentrok kerja sehingga dalam mewujudkan atau mengelompokkan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing personil atau unit kerja. Jadwal ataupun definisi pembagian pekerjaan akan disesuaikan dengan kemampuan seorang atau unit kerja masing-masing di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.
2. Prinsip Hirarki Otorita Yang Tegas dan Ketat 

Hasil analisis data dari uji validitas empiris menerangkan bahwa hirarki otorita yang tegas dan ketat terdapat 18,4%, ini artinya bahwa hirarki otorita yang tegas dan ketat cukup memberikan pengaruh terhadap kualitas pelayanan dan bekerjanya birokrasi berdasarkan hirarki kewenangan memungkinkan terjadinya kontrol yang efektif dan kinerja yang positif. Adanya keteraturan cara kerja yang terikat kepada peraturan bertujuan untuk menjamin tercapainya kesinambungan tugas dan peran pemerintahan. Namun jika aturan main tersebut diterapkan secara kaku (rigid) maka akan melahirkan birokrasi tidak profesional yang terefleksikan dalam menjalankan tugas dan fungsinyaterikat kepada aturan yang berlaku (rule-driven professionalism) dan menjadikan birokrasi tidak responsif dan inovatif. 
Hirarki ditunjang oleh pertanggung jawaban kepada atasan sebagai wujud loyalitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur negara dan pelayanan masyarakat. Pada aspek lain juga adanya hak memberi perintah dalam mekanisme kerja dalam birokrasi karena dengan adanya hak-hak dasar yang harus dijalani dalam sistem birokrasi berarti mengait kesinambungan antara bawahan dan atasan sehingga terjadi sinergitas di antar keduanya. Selain itu juga dalam aspek kepatutan terhadap perintah merupakan etika kerja dalam birokrasi yang harus dilaksanakan dalam aturan penyelenggaraan pemerintah. Dalam implementasi birokrasi bangsa Indonesia secara umum masih dihadapkan kepada masalah bagaimana membangun pemerintahan yang bersih dan baik (goodgovernance and clean government).
Berdasarkan hasil observasi dijelaskan bahwa aparat cenderung enggan melakukan perubahan dan inovasi, selain disebabkan oleh gaya manajerial dalam organisasi publik, patologi tersebut juga disebabkan karena iklim dan kondisi dalam organisasi birokrasi yang cenderung memberikan insentif kepada pegawai yang loyal dari pada pegawai yang kreatif dan inovatif. Birokrasi dituntut lebih peka terhadap berbagai perubahan dan mencari pendekatan baru bagi pengembangan pelayanan kepada publik serta meninggalkan proses pelayanan yang sangat prosedural dan birokratis. Keberadaan aturan formal bukan dijadikan alasan untuk tidak memperbaiki cara kerja yang responsif serta bermain di atas aturan guna mensahkan setiap tindakan. Pekerjaan yang sebetulnya dapat dikerjakan secara cepat dan singkat dibuat menjadi lama dan memerlukan biaya besar.

Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Unsur penilaiannya adalah Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja.Dalam lingkup yang lebih sempit, pemerintah daerah kabupaten/kota mengemban tugas birokrasi, dalam pemberian pelayananbagi masyarakat mendelegasikan sebagian kewenanganannya melalui perpanjangan tangan lewat dinas instansi yang dimiliki. Dibangunnya budaya kerja dan disiplin diri aparatur negara maka peningkatan dan perwujudan kualitas pelayanan prima yang selalu didambakan masyarakat akan dapat terpenuhi. Era sekarang yang dihadapi oleh birokrasi aparatur negara bukan lagi hanya tantangan tetapi sudah meningkat menjadi tuntutan yang sifat pekerjaannyasudah berubah, dulunya jalur struktural dan hirarki otoritas yang ketat dan tegas mutlak dilaksanakan, tetapi sekarang harus adaptif, fleksibel, bersifat mendadak dan cepat. 
Keadaan yang demikian itu tentu harus dapat direspon oleh birokrasi aparatur negara dengan melaksanakan pelayanan yang prima tersebut. Pelayanan prima (excellent service) adalah pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik. Dalam prakteknya pemberian pelayanan tersebut adalah bagaimana harus membantu, menyediakan, menyiapkan, mengurus, memenuhi apa yang diperlukan oleh masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu birokrasi aparatur negara sebagai abdi negara, yang memang tugas utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam memberikan pelayanan diperlukan adanya perubahan pola pikir sesuai dengan perkembangan dinamika dan tuntutan masyarakat sekarang. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandungdapat diperoleh gambaran bahwa moto dari suatu organisasi banyak nilai positifnya seperti pegawai terdorong untuk bekerja lebih iklas karena merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagian kecil sifat negatif seperti pekerjaan yang mengarah pada tahap pelaksanaan yang sifatnya rutin dan membosankan, dimana hak tersebut membuat pegawai kurang berprestasi, kurang meniti karir untuk lebih tinggi karena cukup puas dengan kondisi saat ini. 
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pengaruh birokrasi diukur melalui hirarki otorita yang tegas dan ketatterhadap kualitas pelayanan di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, berpengaruh terhadap kemajuan institusi yang merupakan faktor penting dalam rangka pencapaian suatu tujuan, oleh karena itu setiap pimpinan dari instansi mampu menciptakan dan menumbuhkan keasadaran pegawai untuk mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku dapat juga dipengaruhi oleh carayang ditempuh pimpinan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakatnya. 

3. Prinsip Peraturan dan Ketentuan yang Terperinci
Berdasarkan hasil pengujian didapat sebuah hasil yang dapat digambarkan bahwa peraturan dan ketentuan yang terperincisebesar 14,9% terhadap kualitas pelayanan di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.Hal ini berarti bahwa para pegawai sebagian besar dapat memahami dan menerapkan peraturan dan ketentuan yang terperincimeskipun masih belum semuanya khususnya dalam merubah perilaku birokrasi terhadap kualitas pelayanan. Sehingga ini menjadi tugas dan tantangan berat bagi pimpinan dalam hal ini Camat Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandungdalam upaya merubah pola pikir dari para pegawai. 

Secara parsial, prinsip peraturan dan ketentuan yang terperinci menjadi pedoman dan telah dipahami dan disetujui sebagian besar para di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, untuk menjaga kondisi demikian peran serta manajemen dan pimpinan senantiasa terlibat didalamnya melalui pengarahan-pengarahan ringan yang bijak serta dibarengi dengan contoh-contoh aktualisasi yang sederhana dan sangat realitas namun berdampak kuat bagi pegawai. Perwujudan tersebut dapat berupa bentuk konsistensi dan komitmen pegawai terhadap pimpinan dalam menyelesaikan pekerjaan yang ditetapkan maupun menuntaskan permasalahan dengan tetap didasarkan pada prinsip-prinsip dari variabel birokrasi dalam bentuk dan sikap komitmen pegawai terhadap organisasidalam menyelesaikan semua program kerja organisasi sesuai sasaran organisasi dan menjaga serta menjunjung citra baik organisasi.

Peraturan dan ketentuan yang terperinci sebagai salam satu prinsip yang nilai pengaruhnya cukup sedang dibandingkan tiga prinsip lainnya, maka dapat dikatakan bahwa ada kelemahan pegawai dalam menjalankan indikator ini yaitu konsistensi dalam tercapai tujuan organisasi. Hal ini berarti sebagian pegawai tidak mampu bersikap dan berperilaku secara konsisten dalam melaksanakan tugasnnya dan juga tidak dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Perwujudan peraturan dan ketentuan yang terperinci yang diharapkan dari para pegawai selayaknya dapat berupa aktivitas perkantoran yang senantiasa disesuaikan dengan indikator-indikator pegawai yang tentunya memiliki keterkaitan dengan indikator lainnya yang semua mengarah kepada peningkatan kualitas pada pelayanan di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.
Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa birokrasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.Hal ini menggambarkan bahwa bentuk dan wujud penerapan peraturan dan ketentuan yang terperinci oleh pegawai yang sudah berjalan baik meskipun masih ada sebagian kecil pegawai belum menerapkannya dalam aktivitas rutin. Dominasi pegawai yang senantiasa berusaha untuk berdisiplin seharusnya dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga dapat mempengaruhi pegawai lain yang belum untuk ikut membudayakan disiplin dalam rutinitas organisasi. Pencitraan dan pembentukan contoh panutan dapat dimulai dari pimpinan agar dengan mudah para pegawai dapat mengikutinya sehingga dapat menjadi lebih baik lagi dan tentunya mampu meningkatkan kualitas pelayanan. Secara parsial, birokrasi yang sudah berjalan dapat berpengaruh positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandungsudah menjadi tugas bagi manajemen untuk mempertahankan dan meningkatkannya.
4. Prinsip Hubungan Interpersonal Diantara Pegawai/Aparatur
Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial dapat digambarkan bahwa kategori hubungan interpersonal diantara pegawai/aparatur di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, dengan nilai pengaruhnya sebesar 25,3%,berarti pengaruh hubungan interpersonal diantara pegawai/aparatur cukup dominan diantara pegawai. Hal tersebut dijelaskan bahwa sebagai pegawai dalam memberikan pelayanan dengan adanya keadilan, telah sesuai dengan tata kerja, tidak mengenal prioritas dan bekerja tanpapamrih. Sebagai pegawai mereka mampu untuk mengatasi masalah dan mereka mempunyai tingkat pemahaman terhadap aturan atau ketentuan dalam bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum aparat pemerintah di lingkungan di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, cukup memiliki keterampilan yang memadai sehingga jarang bekerja dengan kualitas yang buruk, seperti bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, bekerja dengan teliti, mampu mengatasi masalah dalam tugas serta bekerja dengan rapi dan sistematik. 
Hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa prinsiphubungan interpersonal diantara pegawai/aparatur di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandungsudah berjalan dengan baik, karena para pegawai sudah terbiasa untuk bekerja terutama dalam memberikan pelayanan dengan cepat juga teliti dalam melaksanakan tugas serta sudah mempunyai kemampuan dalam menghadapi masalah disamping pemahaman terhadap aturan dan ketentuan dalam bidang kerjanya. 
Berdasarkan wawancara dengan Camat Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandungdiperoleh keterangan bahwa hubungan interpersonal diantara pegawai/aparatur adalah ibarat perjalanan panjang yang melelahkan dan merupakan upaya yang bersifat incremental, tidak dapat dicapai melalui gebrakan revolusioner, hubungan interpersonal diantara pegawai/aparatur yang paternalisitik dan sentralistik,misalnya,tidak serta merta berhasil berubah dengan menjungkir balikkan pejabat yang berkuasa organisasi yang ingin merubah secara radikal yang ditempuh dengan jalan yang tidak selalu lurus, dari kondisi stabil, melalui turbulence atau bahkan chaos, untuk mencapai penyesuaian dengan nilai-nilai, norma norma baru. Namun organisasi harus disiapkan untuk selalu adaptif terhadap perubahan-perubahan sikap dari pegawai, harus berani bereksperimen, harus berani gagal dan harus dapat menyesuaikan diri dengan unsur-unsur perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang ditelakkan oleh Camat.

Berdasarkan hasil observasi bahwa hubungan interpersonal diantara pegawai/aparatur di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, juga dibangun komunikasi secara baik, artinya memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini merupakan suatu hakikat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesamanya.
Untuk memelihara dan memperteguh hubungan interpersonal, diperlukan tindakan-tindakan tertentu untuk mengembalikan keseimbangan. Keakraban merupakan pemenuhan kebutuhan kasih sayang. Hubungan interpersonal terperlihara apabila kedua belah pihak sepakat tentang tingkat keakraban yang diperlukan. Faktor kedua adalah kesepakatan tentang siapa yang akan mengontrol siapa, dan bilamana. Jika dua orang mempunyai pendapat yang berbeda sebelum mengambil kesimpulan, siapakah yang harus berbicara lebih banyak, siapa yang menentukan, dan siapakah yang dominan. Konflik terjadi umumnya bila masing-masing ingin berkuasa, atau tidak ada pihak yang mau mengalah.

Hubungan tersebut dapat diartikan sebagi hubungan antar pribadi dengan pribadi yang lain. Hal itu sejalan dengan fitrah manusia selain sebagai makhluk individual juga sebagai makhluk sosial sehingga hubungan interpersonal pasti akan di alami oleh seluruh manusia yang hidup secara normal. Komunikasi yang efektif diatandai dengan hubungan interpersonal yang baik. Ketika kita berkomunikasi, bukan sekadar menyampaikan isi pesan, tetapi juga menentukan kadar hubungan interpersonalnya. Jadi ketika kita berkomunikasi tidak hanya menentukan content melainkan juga menentukan relationshipdari segi psikologi komunikasi, bahwa makin baik hubungan interpersonal, makin terbuka orang untuk mengungkapkan dirinya; makin cermat persepsinya tentant orang lain dan persepsi dirinya sehingga makin efektif. 
Secara parsial,hubungan interpersonal antar pegawai berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan dapat dipahami oleh sebagian besar para pegawai di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya pegawai di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, cukup puas karena apa yang didapat pegawai baik dari karier maupun bentuk yang lainnya telah sesuai harapanya. Salah satu cara yang dapat dijalankan dan dilaksanakan berkaitan untuk menangani kondisi sikap pegawai tersebut melalui pengarahan dan program bimbingan motivasi intensif dengan sasaran pilihan materi bimbingan meliputi peluang karier dan prestasi, kesetaraan upah dan tunjangan penghasilan terhadap kemampuan pegawai serta penghargaan atas ide/gagasan pegawai, serta dilengkapi dengan materi bimbingan spiritual atau kerohanian para pegawai di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.
Kesimpulan
Berangkat dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dijelaskan secara komprehensif pada Bab IV, maka peneliti kemudian dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara simultan birokrasi telah memberikan pengaruh yang cukup besar dan signifikan terhadap kualitas pelayanan di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung. Hal ini mengandung makna bahwa birokrasi yang selama ini dilaksanakan oleh camat sangat dominan pengaruhnya dan menentukan terhadap kualitas pelayanan. Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh birokrasi semata, akan tetapi juga ditentukan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti tetapi dapat mempengaruhi kualitas pelayanan di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, antara lain perilaku birokrasi dan motivasi kerja.
2. Hasil penelitian secara parsial birokrasi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, artinya prinsip-prinsip birokrasi menentukan terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Adapun prinsip dari birokrasi yang memberikan pengaruh paling besar terhadap kualitas pelayanan adalah prinsip hubungan interpersonal diantara pegawai/ aparatur sebesar 0.253 atau 25.3%, kemuadian diikuti oleh prinsip hierarki otorita yang tegas dan ketat yang memiliki pengaruh yang kuat dari variabel birokrasi sebesar 0.184 atau 18.4%, selanjutnya prinsip pembagian tugas dalam bekerja yang dimiliki para pegawai berpengaruh terhadap kualitas pelayanan adalah sebesar 0.154 atau 15.4%  Sedangkan pengaruhnya paling kecil adalah prinsip peraturan dan ketentuan yang terperinci sebesar 0.149 atau 14.9%. 
5.1. Saran

Berdasarkan pada hasil kesimpulan penelitian tersebut di atas, maka peneliti dapat mengemukakan saran-saran baik secara akademik maupun secara praktis adalah sebagai berikut :  

5.1.1. Secara Akademik
Disarankan kepada peneliti lain agar dapat melakukan pengkajian lebih lanjut tentang fenomena kurang efektifnya birokrasi ditinjau dari perspektif Ilmu administrasi publik khususnya berkaitan dengan prilaku birokrasi dan motivasi kerja, serta secara umum dapat memberikan sumbangan pemikiran baru dalam manajemen pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Secara Praktis

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, maka secara praktis peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :    

1. Berhubung birokrasi sangat dominan pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, maka disarankan kepada Camat Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung agar birokrasi ini dijadikan prioritas utama untuk dilaksanakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.

2. Mengingat prinsip peraturan dan ketentuan yang terperinci dari birokrasi memberikan pengaruh paling kecil terhadap kualitas pelayanan di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, maka disarankan kepada camat untuk lebih meningkatkan prinsip peraturan dan ketentuan yang terperinci ini. Adapun langkah kongkrit yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pekerjaan sesuai aturan yang berlaku dan tidak lupa hak dan kewajiban pegawai agar lebih diperhatikan. 
Secara Kebijakan

Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan oleh pegawai di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, sebaiknya membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang terdiri dari prosedur pelayanan, biaya pelayanan, waktu penyelesaian dan produk layanan.
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